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Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA
TAHUN 2025 - 2029
l. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk
mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat
Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan
dalam Perda RPJMD.




. Inspektorat Kota Blitar sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun
2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen
rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah, mulai dari tahap penyusunan

rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah.

. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen
Renstra Sekretariat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai
kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah
perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen

Renstra Sekretariat Daerah yang berkualitas.

. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji
proses penyusunan penyajian Bab-Bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra
Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya,
permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan
dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyaijian.

. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu
atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan,
Inspektorat Kota Blitar melakukan reviu RENSTRA Tahun 2025-2029 yang disusun
oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan
mekanisme perencanaan dan penganggaran agar tidak menambah /ayer proses

perencanaan dan penganggaran.

. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029.

. Pengujian kesesuaian dilakukan dengan menyandingkan Rancangan Akhir RKPD
2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, Renstra OPD, laporan
pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta ketentuan lain dari kementerian teknis.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

a. Dari hasil pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rankhir
RENSTRA telah sepenuhnya didukung dengan perencanaan yang cukup
memadai.




b. Dari hasil pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian Program ,
Kegiatan, Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan Daerah Yang Menjadi
Tanggungjawab Perangkat Daerah Bersangkutan Dalam Rancangan Akhir
Renstra PD Tahun 2025-2029 :

Berdasarkan hasil reviu melalui aplikasi E-Reviu dinyatakan 70 (tujuh puluh)
catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar telah
menyajikan Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan
kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029.

c. Dari pengujian atas Keterhubungan Kinerja, Indikator dan Target Kinerja
Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan
IKK Bagi Perangkat Daerah Pemangku Urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol)

catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang sebagai berikut :

IKU/IKD SUMBER
NO INDIKATOR SATUAN | PERANGKAT | (TUJUAN/SASARAN/
DAERAH PROGRAM)
1 | Persentase fasilitasi
pemberdayaan
lembaga % IKD Program
kemasyarakatan -
kelurahan (LKK)
2 .
Tingkat Kematangan
UKPBJ Level IKD Program
3 | Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan _
Pelayanan Publik L L L
Tahun N

Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 telah menyajikan
Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja. Rancangan Akhir Renstra
telah memuat IKU Perangkat Daerah dan IKD bagi Perangkat Daerah Pemangku

Urusan.




d. Dari Pengujian atas Konsistensi dan Keterhubungan Antara Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD
Tahun 2025-2029.
1) Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan

Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 14 (empat belas) catatan yang selaras

dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung

dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun
2025-2029 sebagaimana berikut :

NO

RPJMD Rancangan Renstra Perangkat
Daerah
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

2.13.04 PROGRAM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

2.13.04 PROGRAM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN




DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
7 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
8 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
9 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
10 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
11 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
12 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
13 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
14 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD

dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 17 (tujuh belas) catatan yang selaras

dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung

dengan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.




RPJMD

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO PD
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM

1 | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI | 2.13.04 PROGRAM

PEMERINTAHAN DESA (Prioritas) | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

2 | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI | 2.13.04 PROGRAM

PEMERINTAHAN DESA (Prioritas) | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

3 | 2.13.05 PROGRAM 2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM | ADAT DAN MASYARAKAT
ADAT (Prioritas) HUKUM ADAT

4 | 2.13.05 PROGRAM 2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM | ADAT DAN MASYARAKAT
ADAT (Prioritas) HUKUM ADAT

5 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA(Non | DAERAH KABUPATEN/KOTA
Prioritas)

6 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA(Non | DAERAH KABUPATEN/KOTA
Prioritas)

7 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA(Non
Prioritas)

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(Prioritas)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(Prioritas)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

10

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
(Prioritas)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

11

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Prioritas)
12 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Prioritas)

KESEJAHTERAAN RAKYAT




e.

13

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Prioritas)

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

14

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Prioritas)

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

15

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN (Prioritas)

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

16

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN (Prioritas)

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

17

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN (Prioritas)

Dari Pengujian atas Kesesuaian Antara Target Kinerja Rankhir Renstra PD
Tahun 2025-2029 dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Renstra PD Sebelumnya.
1) Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Capaian Periode Sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 5 (lima) catatan yang selaras dan 0 (nol)
catatan yang tidak selaras.
2) Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Capaian Periode Sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol)
catatan yang tidak selaras.
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun
2025-2029 telah memperhatikan capaian kinerja pada periode sebelumnya
sebagai dasar dalam menyusun target kinerja Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.
Dari Pengujian Ketaatan Dengan Kaidah-Kaidah Perencanaan Lainnya
Yang Berkaitan Dengan Kesesuaian Penetapan Target Sub Kegiatan
Dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 27 (dua puluh tujuh) catatan yang selaras
dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras, telah dijelaskan oleh tim penyusun
rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah bahwa atas target kinerja

telah disesuaikan dengan definisi operasional indikator kinerja.




Atas saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Tim Penyusun Renstra
Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 telah selesai ditindaklanjuti.

DASAR HUKUM

1.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan
Daerah.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Blitar.

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/1J tanggal 25 Nopember

2024 perihal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025-2029

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Blitar
Tahun 2025-2029.




11.

Keputusan Walikota Blitar Nomor : 100.3.3.3/87/HK/410.020.3/2025 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025

lll. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah

untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundand-Undangan dan

Kaidah-Kaidah Perencanaan Pembangunan sebagai dokumen yang akan digunakan

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

IV. SASARAN / RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mencakup :

1,

Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan
Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah Bersangkutan Dalam
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

. Konsistensi Keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dengan Program Prioritas
dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029

. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir

Renstra Perangkat Daerah.

. Ketaatan dengan Kaidah-Kaidah Perencanaan lainnya yang Berkaitan Dengan

Kesesuaian Penetapan Target Sub Kegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah
(DSSD)

V. METODOLOGI REVIU

1

Metodoligi Reviu Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 antara lain dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan
penelaahan atas dokumen Rencana Pembangunan Daerah serta wawancara
dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menggunakan aplikasi e-Reviu yang

terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).




2. Penguijian terbatas atas data dan informasi yang tersaji dalam aplikasi SIPD RI e-

Reviu dan hasil konfirmasi dan data tambahan dari Tim Penyusun Renstra

Perangkat Daerah.

3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Blitar Nomor
800.1.11.1/813/410.050/2025 tanggal 8 September 2025, dengan susunan tim
sebagai berikut:

Penanggungjawab : Ratih Dewi Indarti, SE,MM,CGCAE
Wakil Penanggungjawab . Tonny Hermawanto,ST.MT.CGCAE
Pengendali Teknis : Imam Muslieh,ST

Ketua Tim : Rurin Hatmawati,SE

Anggota Tim

1. Rangga Kusuma, s.AB

2. Khaledayea, SE

Reviu Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-2029 dilaksanakan mulai tanggal 8
sd 12 September 2025.

3. Reviu dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan meliputi :

a.

Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan
Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah Bersangkutan dalam
Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.

Keterhubungan Kinerja, Indikator dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK Perangkat

Daerah Pemangku Urusan)

Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan
akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program
perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

. Kesesuaian antara target kinerja Rankhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan

pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD sebelumnya
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f. Pengujian Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan
dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral
Daerah (DSSD).

VI. GAMBARAN UMUM

1.

Tim Penyusunan RENSTRA ditetapkan oleh Walikota Blitar melalui Surat
Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3/304/HK/410.020.3/2024 tentang Tim
Penyusun RENSTRA PD Tahun 2025-2029, Rencana Kerja PD Kota Blitar Tahun
2026 dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025.

. Tim Penyusunan RENSTRA telah menetapkan Agenda Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) meliputi penjadwalan tahap-tahap:

a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.

b. Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029.

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.

d. Reviu Inspektorat Terhadap Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah tahun
2025-2029.

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Renstra Perangkat Daerah
Kota Blitar tahun 2025-2029 (termasuk Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-
2029).

f. Penetapan Peraturan Walikota tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar
tahun 2025-2029 (termasuk Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029).

VIl. URAIAN HASIL REVIU

1. Berdasarkan telaah terhadap dokumen pendukung Renstra dijumpai

dokumen berikut:

a. Dokumen Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029

b. Dokumen Rancangan Akhir Renstra

c. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra PD
d. SK Tim Penyusun Renstra

. Pengujian atas Kesesuaian Keterhubungan dan Kesesuaian Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun
2025-2029
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Berdasarkan hasil reviu melalui aplikasi E-Reviu dinyatakan 70 (tujuh puluh)
catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar telah
menyajikan Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja
urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan
dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

. Pengujian atas Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja rancangan
akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi
Perangkat Daerah Pemangku Urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan
yang tidak selaras.

Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 telah menyajikan
keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target kKnerja. Rancangan Akhir Renstra
telah memuat IKU Perangkat daerah dan IKD bagi Perangkat Daerah Pemangku
Urusan.

. Pengujian atas Konsistensi dan Keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan Program

Prioritas dan Pprogram Perangkat Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

a. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program
pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 14 (empat belas) catatan yang selaras dan
0 (nol) catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan
program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-
2029.

b. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD
dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 17 (tujuh belas) catatan yang selaras dan O
(nol) catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan
Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.
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5. Pengujian atas Kesesuaian antara Target kinerja Rankhir Renstra PD tahun

2025-2029 dengan Pengendalian dan Evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD

sebelumnya

a.

Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Capaian Periode Sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 5 (lima) catatan yang selaras dan 0 (nol)

catatan yang tidak selaras.

. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil

Capaian Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol)
catatan yang tidak selaras.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025-
2029 telah memperhatikan capaian kinerja pada periode sebelumnya sebagai
dasar dalam menyusun target kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029.

6. Pengujian atas Ketaatan dengan Kaidah-Kaidah Perencanaan lainnya yang

berkaitan dengan Kesesuaian Penetapan Target Sub Kegiatan dengan Data
Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 27 (dua puluh tujuh) catatan yang selaras dan 0

(nol) catatan yang tidak selaras, telah dijelaskan oleh tim penyusun rancangan

akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar bahwa atas target kinerja

telah disesuaikan dengan definisi operasional indikator kinerja.
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VIil. APRESIASI
Inspektorat Kota Blitar menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dalam
mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rancangan Akhir RENSTRA Tahun 2025-
2029.

Inspektur Daerah Kota Blitar

Ratih Dewi Indarti, SE, MM. CGCAE
Pembina Tingkat | (IV/b)

Tembusan disampaikan kepada : L. S el22o =0 ib et 21005

1. Yth. Bpk. Walikota Blitar (sebagai laporan)

2. Arsip

Paraf Hirarki \
Sekretaris T %
Plh. Irban Wilayah II W "
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CATATAN HASIL REVIU
ATAS RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2025-2029
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

KOTA BLITAR
Inspektorat Kota Blitar Disusun oleh/Tanggal
\
Tim Reviu Renstra: Rurin Hatmawati, SE
A
Ketua Tim: Rurin Hatmawati, SE Tanggal 16 September 2025 §
Anggota: Y

Diteliti oleh/Tanggal .
Rangga Kusuma, S.AB : o
Imam Muslieh, ST ; ’

Khaledayea ,SE
Tanggal 17 September 2025

Disetujui oleh/Tanggal (

Tonny Hermawanto, ST, MT, CGCAE

Tanggal 18 September 2025

Disetujui oleh/Tanggal
Ratih Dewi Indarti, SE,MM, CGCAE

Tanggal 19 September 2025 Sl

Uraian Catatan Hasil Reviu '

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/813
/410.050/2025 tanggal 8 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir
Renstra pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 , bersama ini kami sampaikan

catatan hasil reviu sebagai berikut :

Reviu Rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029
dilaksanakan melalui aplikasi E-Reviu yang merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD.
Data yang diambil pada aplikasi E-reviu merupakan data yang di tarik/diintegrasikan dari SIPD
pada tanggal 13 September 2025. Berdasarkan Reviu pada Rancangan Renstra Sekretariat
Daerah Kota Blitar melalui aplikasi E-Reviu diketahui hal-hal sebagai berikut:

DATA UMUM
Tujuan Sekretariat Daerah Kota Blitar
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar :




- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah

- Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan UKPBJ dalam Pengelolaan PBJ
Pemerintah

- Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah

A. Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan

dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan dalam rancangan akhir
Renstra PD Tahun 2025-2029
Berdasarkan hasil reviu melalui aplikasi E-Reviu dinyatakan 70 (tujuh puluh) catatan yang
selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras.
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar telah menyajikan
Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi
tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun
2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang
tidak selaras sebagaimana yang tertuang sebagai berikut :

IKU/IKD SUMBER
NO INDIKATOR SATUAN | PERANGKAT | (TUJUAN/SASARAN/
DAERAH PROGRAM)

1 | Persentase fasilitasi
pemberdayaan

lembaga % IKD Program
kemasyarakatan
kelurahan (LKK)

Tingkat Kematangan
UKPBJ

3 | Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan -

Pelayanan Publik Nitai IKD IKD
Tahun N

Level IKD Program

Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 telah menyajikan
keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja. Rancangan Akhir Renstra telah memuat
IKU Perangkat daerah dan IKD bagi perangkat daerah pemangku urusan.




C. Konsistensi dan Keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan rancangan
akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat
Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029
a. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 14 (empat belas) catatan yang selaras dan 0 (nol)
catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program prioritas dan program
perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

RPJMD Rancangan Renstra Perangkat
NO Daerah
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM
1 | 2.13.04 PROGRAM 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | PEMERINTAHAN DESA
DESA
2 | 2.13.04 PROGRAM 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | PEMERINTAHAN DESA
DESA
3 | 2.13.05 PROGRAM 2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA | KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
HUKUM ADAT ADAT
4 |2.13.05 PROGRAM 2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA | KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
HUKUM ADAT ADAT
5 |4.01.01 PROGRAM PENUNJANG | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
6 |4.01.01 PROGRAM PENUNJANG | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA




7 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA

8 |4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

9 |4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

10 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

11 | 4.01.02 PROGRAM 4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

12 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

13 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

14 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

b. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan
Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 17 (tujuh belas) catatan yang selaras dan 0 (nol)
catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan Program Perangkat Daerah pada
RPJMD Tahun 2025-2029

RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PD

PROGRAM

2.13.04 PROGRAM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

RPJMD
NO

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1 | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA (Prioritas)




2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA (Prioritas)

2.13.04 PROGRAM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT (Prioritas)

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

4 | 2.13.05 PROGRAM 2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM | ADAT DAN MASYARAKAT
ADAT (Prioritas) HUKUM ADAT

5 |4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA(Non Prioritas) DAERAH KABUPATEN/KOTA

6 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA(Non Prioritas) DAERAH KABUPATEN/KOTA

7 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA(Non Prioritas) DAERAH KABUPATEN/KOTA)

8 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA (Prioritas) DAERAH KABUPATEN/KOTA

9 |4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA (Prioritas) DAERAH KABUPATEN/KOTA

10 | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA (Prioritas) DAERAH KABUPATEN/KOTA

11 | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN | 4.01.02 PROGRAM
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN DAN
(Prioritas) KESEJAHTERAAN RAKYAT

12 | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN | 4.01.02 PROGRAM
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN DAN
(Prioritas) KESEJAHTERAAN RAKYAT

13 | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN | 4.01.02 PROGRAM
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN DAN
(Prioritas) KESEJAHTERAAN RAKYAT

14 | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN | 4.01.02 PROGRAM
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN DAN
(Prioritas) KESEJAHTERAAN RAKYAT

15 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN (Prioritas) PEMBANGUNAN

16 | 4.01.03 PROGRAM 4.01.03 PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN (Prioritas)

PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
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4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN (Prioritas)

4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN




D. Kesesuaian antara Target Kinerja Rankhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan

Pengendalian dan Evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD sebelumnya

a. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian

Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 5 (lima) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan

yang tidak selaras.

b. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian

Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 (tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang

tidak selaras.

Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 telah

memperhatikan capaian kinerja pada periode sebelumnya sebagai dasar dalam

menyusun target kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

E. Pengujian Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan

kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

(DSSD).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 27 (dua puluh tujuh) catatan yang selaras dan 0 (nol)

catatan yang tidak selaras, telah dijelaskan oleh tim penyusun rancangan akhir Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar bahwa atas target kinerja telah disesuaikan dengan

definisi operasional indikator kinerja.

F. Saran

Atas saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Tim Penyusun Renstra Sekretariat
Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 telah selesai ditindaklanjuti.

An. Sekretaris Daerah Kota Blitar
Kepala Bagian Organisasi,

PARING GENT TOMO, S.STP., M.Si

Perybina TK. |
NIP. 19830118 200112 1 001

Blitar, 19 September 2025
Pengendali Teknis,

\

|l _—

{

IMAM MUSLIEH,ST
Penata Tk |
NIP. 197411222005011006




